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ABSTRAK

Penelitihan hukum mengkaji tentang Implikasi interpretasi frasa hidup
layak dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan
undang-undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Untuk menjawab
pertanyaan rumusan masalah bagaimana perbedaan interpretasi tentang upah
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja dan
Bagaimana implikasi perbedaan interpretasi frasa hidup layak dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Untuk mengkaji isu hukum diatas, digunakan metode penelitihan hukum
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual, untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal
pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari
sumber-sumber representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan
yang berlaku

Hasil dari penelitihan ini menunjukkan, perbedaan konteks makna upah
dalam undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja, Kata
“upah” dalam UU Cipta Kerja merujuk pada tiga penggunaan kata yang berbeda,
yaitu: (1) Upah dalam satuan hasil, dan upah dalam satuan waktu; (2) Upah
minimum sektoral, dan upah minimum kabupaten/kota; serta (3) Bonus. Di sisi
lain, kata “upah” dalam UU Ketenagakerjaan, hanya merujuk pada upah
minimum, sehingga tidak ada penjelasan makna upah dalam satuan hasil/waktu
ataupun upah dalam bentuk bonus

Kedua dari implikasi.frasa hidup layak Pekerja yang bekerja di perusahaan
maupun di luar perusahaan perlu mendapatkan penghasilan yang mampu
memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, nominal upah
yang diperoleh pekerja/buruh dari hasil kerjanya diharapkan mampu memenuhi
kebutuhannya dan keluarganya secara layak

Kata Kunci: Hidup Layak, Cipta Kerja, Ketenagakerjaan



viii

ABSTRACT

Legal research examines the implications of the interpretation of the
phrase "decent living"” in law no. 13 of 2003 concerning employment and law no.
11 of 2020 concerning work copyright. To answer the question of the formulation
of the problem how are the different interpretations of wages in the Labor Law
and the Job Creation Law and what are the implications of the different
interpretations of the phrase decent living in the Labor Law and the Job Creation
Law.

To examine the above legal issues, normative legal research methods are
used, using statutory approaches and conceptual approaches, to find answers to
the legal issues under study. In the case of collecting legal materials, technical
literature studies are used which are taken from representative sources, legal
materials are sourced from applicable laws and regulations.

The results of this research show that there are differences in the context
of the meaning of wages in labor laws and job creation laws. The word "wages"
in the Job Creation Law refers to three different uses of the word, namely: (1)
Wages in units of output, and wages in units of time; (2) Sectoral minimum wages,
and district/city minimum wages; and (3) Bonuses. On the other hand, the word
"wages" in the Labor. Lawsonly refers-to the minimum wage, so there is no
explanation for the meaning of wages. in units of output/time or wages in the form
of bonuses.

The second is from the implications of the phrase for a decent life. Workers
who work in companies and outside companies need to earn income that is able
to meet the needs of a decent life for humanity. That is, the nominal wages that
workers/laborers receive from their work are expected to be able to meet their
needs and those of their families properly

Keywords:Decent Living, Job Creation, Employment
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